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KATA PENGANTAR

Ketua Program Studi Magister Kei)(endudukan Dan Lingkungan Hidup
Seminar Nasional Kependudukan 2017
Universitas Negeri Gorontalo
29 Juli 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita sekalian.

Indonesia adalah salah satu negara penyumbang terbesar penduduk dunia. Penduduk
Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa, dan tahun 2016 mencapai 257.912.349 jiwa.
Dengan penduduk sebesar itu, maka Indonesia masih menempati posisi keempat sebagai
negara berpenduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Masalahnya
nampak jelas disebabkan oleh pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana
(KB) selama 10 tahun lebih mengalami stagnan. Implementasi program KB selamakebijakan
desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah kurang direspon secara baik oleh Pemerintah
Daerah.Padahal urusan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Para pengamat di bidang kependudukan, sesungguhnya tidak terlalu mempersoalkan
tentang besar atau kecilnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk besar bila dikelola dengan
baik, maka penduduk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi
pembangunan bangsa. Sebaliknya bila tidak dikelola secara serius maka akan berdampak
negatif bagi pembangunan bangsa itu sendiri.Hasil riset Human development Index (HDI)
menunjukkan bahwa kualitas hidup bangsa Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 188
negara di dunia atau urutan ke-6 dari 10 negara-negara ASEAN.

Kondisi inilah yang sedang dialami oleh negara Indonesia, bahwa penduduk yang besar
belum disertai dengan kualitas yang memadai sehingga menimbulkan berbagai masalah -
kependudukan. Hal ini merupakan kelemahan bagi bangsa ini karena untuk menangani
masalah kependudukan hanya dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian. Posisi
lembaga ini tentu saja sangat lemah ketika berhadapan dengan lembaga lain setingkat
kementerian ketika membicarakan kebijakan tentang kependudukan. Kondisi seperti itu
menuntut dibentuknya kementerian kependudukan untuk memetakan jumlah penduduk secara
komprehensif.

Tujuan diselenggarakannya Seminar Nasional Kependudukan adalah untuk (1)
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam
mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, (2) Menjadikan keluarga berencana
sebagal sarana untuk mengembangkan peranmasyarakat dalam menyeimbangkan antara
kebutuhan dan ketersediaan SDA sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan, (3)
Menciptakan masyarakat yang aktif, produktif dan kreatif dalam meminimalisir tingkat
kemiskinan sebagai wujud kepedulian dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Selaku Ketua Program Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas
Negeri Gorontalo, saya menyampaikan terima kasih kepada (1) para penyaji yang telah
menyajikan artikelnya pada seminar nasional dan atau menyerahkan artikel tersebut untuk
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disunting dan akhirnya dimuat dalam prosiding, (2) para penyunting yang bekerja keras
menyelesaikan prosiding, (3) para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa
Pascasarjana Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Gorontalo yang
membantu mensukseskan penyelenggaraan seminar.

Semoga Prosiding Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2017 ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera

Gorontalo, 29 Juli 2017

Ketua Program Studi Magister
Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, M.Si
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4
EKSISTENS]I PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI KOTA
GORONTALO DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL DAN
: KETAHANAN KELUARGA
,
[
! EXISTENCE OF DOMESTIC WORKERS (HOUSEHOLD
: ASSISTANTS) IN GORONTALO CITY THE CONTEXT OF SOCIAL
:
CHANGE AND FAMILY STRENGHT
l »
1 Mutia Cherawaty Thalib', Resmiyati Yunus?
: 'Dosen Fakultas Hukum Universitas Negen Gorontalo, J1. Jenderal Sudirman No. 6, Kota Geronialo 96128, Indonesia
: ‘Dosen Fakultas [lmu Sosial Universitas Negen Gorontale
Email: mutiathalib_barryf2(@yahoo.com

i Abstract: Pembangunan meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga. Pembanguna..
' senantiasa mengalami proses perubahan seeara global, baik perkembangan sosal, ekononn, budaya, serta

teknologi informasi yang dapar memajukan perkembangan masyarukat namun disatu sisi juga dapat

mempenganihi tatanan kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga. Dalam peleksunaan kehidupan
: keluarga tidak saja dilakukan oleh keluarga inti yang terdiri dari suami istri, anak-anak, tetapi bagi keluarga
: yung berkarir diluar rumah, lentu membutuhkan jasa orang lain baik sanak savdara maupun jasa pekerja

rumah tangga, untuk membanm pengasuhan dan perawatan anak terutama balita dan lansia saat suami istri
bekerja diluar mumah. Persoalannya adalah eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo,
semakin sulit ditemukan dalam pesaran jass pekerja domestic, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial
budaya masyarakat serta perkembangan teknologl. Keadaan ini akan berakibat pula terhadap ketahanan
keluarga dalam sebuah rumal tangga. Sebagaimana hasil peneliian sebelumnyu, bahwa cksisiensi PRT di
Kota Gorontalo mengalami perg.csaran dari ranah jasa pekerja rumah tangga kearah pekerja public seperti
pekerja Cleaning Servise, Pramuniaga, Pekerja Pabrik dan lain-lain. Salah satu falior penyebabnya tidak
: terperthinya jaminan hak PRT, perkembangan budaya kerja PRT, perkembangan pemahaman masyarakat
: terhadap hak asasi manusia, bahkan perubahan sosial dan perkembangan teknologi, Perubahan kehidupan
: sosial masyarakat tidak mungkm dihentikan. Oleh karena itu perlu upaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnyz, dalam menciptakan dan mengoptimalisasikan ketangguhun keluarga untuk
berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaun |zhir baun.

Keywords. Pekerja Rumah Tangga, Perubzhan Sosial, Ketahanan Keluarga

pengangguran pada usia produktif Pengganguran
mi selain memmbulkan masalah ekonomi, juga
berdempak pada masalah lain, seperti masalah
social budaya, polittk dan keamanan. Jumlah
pengengguran di Indonesia idak merata. Sebagian
besar justu wanita. Pada vmumnya para wanita
ockerja disektor informal, sehingga sebagian orang
sering menyebut sebagai pengangguran. Dilain
pihak banyak pula wamita yang memilih tidak
bekerja dibidang formal, Karena bidang pekerjaan
formal lebih cenderung menerima pekerja pria,
selain itu bidang pekerjaan formal, menuntut wanita
harus meninggalkan rumah dan anak-anak, Karcna
mereka harus ke kantor atau tempat mereka
bekerja, masalah ini  termasuk  menjadi

5. PENDAHULUAN

Indunesia sebagai salah satu negara dengan
penduduk  terbanyak  didumia  seharusnya
menjadikan penduduk sebagai salah satu sumber
daya manusia yang sangat polensial dalam
pembangunan Indonesia, termasuk pembangunan
ckonomi. Pertumbuhan makro ekonomi  di
Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa
: tahun terakhir. Secara perlahan pertumbithan makro
‘ ckonomi telah mampu menurunkan angka

pengangguran  di Indonesia, namun dengan
banyaknya angkatan kerja setiap tahunnya (sekitar
5 2 juta orang)' menjadi fantangan terszndiri bagi
pemerintah Indonesia. Meskipun sebagai negara : o
Serpenduduk besar, masalah  pembangunan pertimbangan tersendiri.

sxonomi sering dihadapkan pada tingginya angka Membahas tentang sektor lenaga Kerja sangat
: penting, terutama eksistensi tenaga kerja dalam

* Gunawan Sumodiningrat dar Ari "Wulandar1, hal. 56,
2016, Membangun Indunesia diri Desy, Media Pressinde,
Yogyakarta

pasaran tenaga kerja. Penurunan tenaga kerja dalam
pasaran kerja berdampak terhadap pasaran kerja
dan upali, akhimya akan berdampak pula terhadap




kesejahteraan rumah tangga. Jika secara agrerat
kesejahteraan rumah tangga menurun, berarti
pembangunan yang ada tdak memoben manfaat
bagi terciptanya kemakmuran bangsa®,

Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 52 tahun
2009 tentang Perkembangan Kepsncudukin dan
Pembangunan Keluarga menegaskan bahva hak
penduduk  mendapatkan  perlindunzan.  untuk
mempertahankan  keutuhan,  ketahanan dan
kesejahteraan keluarga. Dan disatu sist kewajiban
penduduk salah satunya adalah mengembangkan
kualitas dinn  melalui  peningkatan  keschatan,
pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Pengaturan tentang hal ini kemudian diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014, dalam
Pasal 5 menyatakan bahwa, kebijacan nasonal
terhadap bal itu antara lain memberdayakan fungsi-
fungsi keluarga dan memperkuat semangat gotong
royong berbasis keluarga. Peraturan ini kemudian
direspon oleh  Pemerintak  Daerah  Provinsi
Gorontalo, dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan
Keluarga sang bermaksud mewujudkan dan
meningkatkan ~ kemampuan  keivarga  dalam
menciptakan serta mencerdaskan keluarga tangguh.
Sehubungan dengan hal itu dijelaskan tentang
keluarga vyang tangguh, adalah keluarga yang
mampu memegembangkan kualitas dirmva, fungs:
keluarga, agar dapat hidup mandin dan mampu
mengembangkan kualitas keluarga guna
mewujudkan ketahanan keluarga

Terkait dengan hal tersebut diatas, dapat
digambarkan bahwa potensi sumber daya manusia
sebagai.. Pekerja di Kota Gorontalo semakin
berkembang = pesat, sciring pembangunannya
disegala bidang kenidupan, telah memben dampak
terhadap kehidupan rumah tangga terutama
keluarga kecil yang masth produkif. Kaum
perempuan pekerja yang beraktifitas diluar rumah
sebagai PNS, karyawan public dan swasta,
wiraswasta, dan lain-lain, juga semakin tinggi.
Bagi keluarga usia produktif, tentunya memiliki
anak bayi atau balita atau mempunyai orangtus
yang sudah renta dan sakit-sakitan, yang membutuh
bantuan orang lain untuk tugas-tugas 4i dalam
rumah tangga, vang disebut Pekerja Rumah Tangga
Keadaan imi dapat didukung dengan data dibawah
ini :

Tabel:

Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jemis Kegiatan Selama Seminggu yang <
Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Gorentalo , 2015
—jmniKelrminSer

Heriatan Dtama
M

G )

‘Angkatan Kefa 41 644 98 194
39508 92 161
2136 6031
35701 35261
12274 20 824
123389 28118
B33 1306
TR 151 436
Tingkat Partisipasi Angkatan Karja 7733 53ls 64 8

__ TnghstPenzapggumn 0 689 33 .l

‘LadiTaki" Perempuin Tumizh Toral
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Sumber : BPS Kota Gorontalo®

Eksistensi PRT masih merupalkan polemic,
karena belum adanya pengaturan vang jelas dan
konkrit tentang PRT, sebagaimana Pekerja lainnya
yang sudah ada pengaturannya melalui UU Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun
demikian sebagai lengkah antisipasi, Menter
Tenaga Kerja Rl sudah mengeluarkan Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan RI No. Z tahun 2013
tentang Perlindung Pekerja Rumah Tangga, sambil
menunggu RUU tentang Perlindunzan Tenaga
Kerja di bahas dan disahkan oleh DPR RI menjadi
Ut

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Peneliti, dideskripsikan secara
umum, bahwa pemenuhan hak pekerja rumah
tangga dalam kenyataan belum terpenuht secara
baik, bahkan banyak menimbulkan persoalan,
Demikian pula pemenuban kewajiban PRT. Faklor
penyebabnya antara lain rendahnva kualitas PRT
secara individu dan kemampuan yang terbatas
dalam menghasilkan mutu pekerjaan, serta budaya
kerja vang rendah, juga mengalibatkan banyak
persoalan’. Secara khusus, eksistensi PRT dalam
pasaran kerja lokal, ada kecenderungan rmenunin,
dalam 3 — 3 tahun tera'chir, tidak seimbang dengan
kebutuhan terhadap Jasa PRT semakin tinggi,
sedangkan saruna atau lembaga penyalur tenaga
kerja PRT lokal yang resmi beroperasi di wilayah
ini, belum ada. Perlindungan dan pergawasan hak
PRT belum terlindungi oleh Peramran yang ada,
saat im1 masith berupa RUU yang menunggu
pembahasan dan pengesahannya olsh DPR RI. Pada
awal tahun 2015, Menteri Tenaga Kena RI,
melakukan langkah antisipasi dengan
mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga sebagai Pedoman Perlindungan
Minimal bagi Pekerja Rumah Tangga,yang antara
lain mengatur tentang Hubungan Kerja antara
Pengguna Jasa perseorangan dengan FRT sebagai
Penyedia Jasa melalui Perjanjian kerja baik secara
lisan  maupun  mlisan  dengan  melibatkan
Pemerintah setempat seperti Ketua Rukun Tetangga
dalam wilayah tempat tinggal Pengguna Jasa,
namun itupun tidak efekuf pelaksanaannya
terutama di daerah kabupaten kota.
Semakin melemahnya antusias Pekerja Rumah
Tangga mempertahankan cksistensinya pada
pasaran jasa Pekerja Domestik, beraampak pula
terhadap ketahanan leluarga dalam kehidupan
rumah tangga, terutama bagi ibu rumah tangga
yang berperan ganda sebagai pekerja liruang
public, sebagai PNS, karyawan swasta ataupun
berwirausaha, yang harus meninggalkan anak-anak

§ Badan Pusat Statistik K ota Gorontalo, Kota Gorentalo
dalam Angka , 2015

7 Mutia Cherawaty Thalib dan Saiful Tbrahim, 2012,
Penelitian  Fundamental, Perlindungan  HaiPekerja
Rumal Tungga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Bekerja, Lemhit UNG



terutama  Balita bahkan pula  meninggalkan

orangtua yang renta yang justru butuh perhatian dan

kasih sayangnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik

untuk mengkaji lebih lanjut tentang -

1) Bagaimana eksistensi Pekerja Rumah Tangga,
di Kota Gorontalo,

2) Bagaimana pula dampaknya terhadap
ketahanan rumah tangga.

Eksistensi Pekerja Rumah Tangga dan

Ruang Lingkup Pengaturannya

1. Pengertian dan Ruang Lingkup PRT

Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya
disinglkat PRT adalah orang vang bekerja pada
orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk
melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan
menerima upah dan/atau imbalan dalarn bentuk lain
termasuk yang menginap dan yang tidak menginap
Linglkup pekerjaan PRT meliputi pekerjaan di
dalem dan di lnar rumah tangga. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pekerja rumah tangga (PRT)

b. penata laksana rumah tangga (PLRT);

c. pembantu pelayan jompo (caretaker);

d. penjaga bayi (baby sitter);

. penjaga anal (nanny);

f. pengasuh anak (governess);

g. pelayan jompo (caregiver). °

Pekerjaan di luar rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi tukang kebun,
supir pribadi, satpam pribadi, dan guru privat (gum
mengaji).
Sedangkan menurut Kepmenaker No 2 talun 2015
dinyatakan bahwa Pekesja Rumah Tangge yang
selanjutnya disinglcat PRT adalah orang yang
bekerja pada orang perseorangan dalum rumah
tangea untuk mnelaksanakan pekerjaan
kerumahtangzaan dengan rnenerima upah dan/atau
imbalan dalam bentuk lain.

2. Eksistensi PRT di Kota Gorontalo

Hasil penelitian sbelumnva menunjukan bahwa
ditinjau dari aspek sosiologis masih terdapar
fenomena hubungan kerja yang miengarah kepada
penemuhan hak dan kewsjibin  yane ndak
seimbang yang dilatarbeiakangi oleh factor
pengetahuan, ketrampilan, budaya masyarakal,
kehidupan sosial ekonormyi  serta pandangan
masyarakat terhadap kedudukan T'RT. Dari aspek
yuridis belum terdapat 1Jndang-undang yang
mengatur hubungan kerja dalam rumah tangga,
sehingga sebagal langkah antisipasi  lahirlah
Permenakertrans No. 2 tahun 2015 untuk mengisi
kekosongan  hukum, namun  keberadaannya
dianggap belum memberikan kedudukan fungsi
vang baik karena belum ada payung hukumnya.
Sedangkan dipandang dari aspek filsafat hukum,
perlu adanya perhatian semua pihak terhadap
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kedudukan PRT dipandang dari hubungan nilai,
moral dan kaidah perlu kiranya dibuatkan regulasi
terhadap hubungan kerja antara PRT, Pengguna
Jasa PRT serta Lembaga Penyalur PRT agar
tercipta kondisi bekerja yang seimbang yang
mencerminkan terpenuhinya hak dan kewajibar
bagi semua unsure-unsur yang terkail dalam
pekerjaan rumah tangga. “Pengaturan Pekerja
Rumah Tangga (PRT), masih berada di luar
jangkauan pengaturan ketenagakerjaan secara
umum. Sehingga sangat sering terjadi masalah
anlara Fekerja Rumah Tangga dengan Pemberi
Kerja terutama dalam hal pernenuhan hak dan
kewajiban para pihak, sebagaimana dalam
penelitian  yang dilakukan oleh Peneliti sendin
tahvn 2012* . Keadaan teraga kerja pada tahun ini
menunjukan bzhwa dalam prakicknya di Kota
Gorontalo yang penduduknya begumlah 202.202
orang, dengan tingkat kesibukan yang semakin
tinggi. dengan kedudukan ssbagai tenaga kerja
produktif atau angkatan kera baik yang bekerja
maupun pengangguran berjumlah 98.195 orang dan
bukan angkatan kerja yang terdiri dari yang sekolah
dan mengurus rumah tangga ada 53.2617 orang |,
sangat memerlukan bantuan dar: pihak lain sebagai
Pekerja Rumah Tangga dalam membantu pekerjaan
rumah  tangga. Namun dalarn  kenyataan
scbagzimana pengamatan dan peigalaman dalam
kehidupan social, minat tenaga kerja yang bekerja
disektor jasa sebagai Pekerja Rumah Tangga,
semakin menurun bahkan eksistensinya cenderung
lenyap dari pasaran kerja. Jika mengacu pada data
BPS tahun 2016, Pekerja Rumah Tangga ermasuk
daiam data penduduk yang bekerja disektor jasa
kemasvarakatan, sosial dan
persearangan/komunitas, social dan  personal
service, berfjumlah 32.672 orang terdiri dari laki-
laki dan perempuan'’. Hal yang menjadi penyebab
adalah belum terpenuhinva hak dan <ewajiban
dalam hubungan kerja antara Pengguna Jasa dengan
PRT sebagai Penyedia Jasa. Faktor yang
mempengaruhinya adalah readahnya pemahaman
terhadap HAM, kualitas kerja serta bucaya kerja
vang buruk, sementara 1tu peran Lembaga Penvalur
PRT tidak maksimal, terhambat izin opersional oleh
Pemerintah dengan alasan payung hukum yang
mengatur tentang PRT belum ada.

Hasil penelitian selanjutnyd mengemukakan
bahwa telzsh terjadi pergeseran mang lingkup
pekerjaan dari domestic lcearah public, dengan
beralih dari Pekerja Rumah Tangga ke Pramuniaga,
Cleaning Service pada perusahaan outschorcing,
Rumah Makan atau Restoran. Dengan melemahnya
eksistensi PRT dalam pasaran kerja jasa domestic,
tentunya berdampak pula terhadap ketahanan
keluarga. Bergesernya peran PRT  dalam

¥ Loe Cit, hal 43

7 Badan Pusat Siatistik Kota Gorontale, Kota Gorontalo
dalam Angka Tahun 2010
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manglingkup pekerjaan, akan menimbulkan akibat
bagi keluarga yang termasuk angkatan kerja yang
bekerja, yang tergolong usia produktif, yang
memiliki balita dan anak usia dini serta mempunya
anggota keluarga lansia yang butuh bantuan
pengasuhan. Jika i dialami oleh keluarga yang
dalam kondisi tidak siap baik secara fisik dan
mental akan berdampak terhadap psykologi
keluarga ataupun tatanan keluarga. Keadaan ini
menunjukkan hal yang terkait dengan Ketahanan
Keluarga.

Konsep Ketahanan Keluarga dan Program
Pemerintah Daerah

1. Konsep Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang memiliki
pengertian dan cakupan yang luas dan be-agam,
Keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial
terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan
sekelompok  orang atas  dasar  hulungan
perkawinan, pertalian darah atau cdopsi yang
tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Frankenbergen (tahun 1998) mendefinisikan
Ketahanan Keluarga merupakan kondisi kecukuparn
dan kesinambungan akses terhadap perndapatan dan
sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan
dasar, antara lain, pangan, air bersih, pelayanan
kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan,
waktu untuk berpartisipasi dimasvarakat dan
integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan
ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamfk
keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan
kemampuan fisik, materiil dan mental, untk hidup
secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin.
Dalam pandangan lain pula, Sunarti mendefinisikan
Ketahanan  Keluarga, mencakup kemampuan
keluarga untuk mengelola sumber daya dan
masalah untuk mencapai kesejahteraan,
kemampuan untuk bertahan, dan beradaptasi
terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah
secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap
berbagai tantangan kehidupan keluarga, Secara
yuridis Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992
tentang  perkembangan  kependudukan  dan
perkembangan keluarga sejahtera, menyebutkan
bahwa ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat
untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah
melaksanakan peranan, tugas, fungsi, dan tanggung
Jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan
anggotanya. Oleh karena it keluarga perlu dibina
dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi
keluarga sejahtera, serta menjadi sumber daya
cfektif bagi pembangunan nasional.'!

" Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016,
“Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, CV.Lintas
Katulistiwa
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2. Peran Pemerintah Dazaerah dalam
Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga

Penyelengzaran Pembangunan Ketahanan
Keluarga, dapat dilakukan melalui perencanaan
program kegiatan penyediaan dana dan jasa, sarana
dan prasarana., Asumsi penulis bzhwa jasa PRT,
merupakan bagizn dari unsure yang dimaksud turut
menjadi perhatian dalam per.velengaraan
pembangunan ketahanan keluarga. Hal pengasuhan
analk dapat diberikan perannya pada masyarakat
melalui tenaga pengasuh yang dibentuk melalui
lembaga penitipan anak, selama ibunya bekerja.
Perlu pula direncanakan adanya sarana prasarana
rekayasa sosial berupa Lembaga pelatihan bagi jasa
perawat kaum Lansia. Pemerintah Dacrah dalam
hal ini berkewajiban melakukan kerjasama dengan
Provinsi lain, dengan daerah Kabupaten Kota,
dengan instansi fcrkait, lembaga pendidikan, dan
Lembaga Swadayn Masyarakat serta Pelaku Sosial,
dan lain-lain dalam menyelenggarakan
pembangunan  ketahanan keluarga, Ssdangkan
pembinaan terhadap anggota kelvarga perlu
dibekali dengan kemampuan dalam menjalankan
tugas dan fungsi dalam keluarga tempatnya bekerja
vang dapat dilakukan dengan pembinaan dari
Pemberi Kerja maupun melalui instansi terkait
seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
sebagai wujud perlindungan bagi keluarga menuju
keluarga vang berkualitas, dan sejahitera.

6. PENUTUP

Eksistensi Pekerja Rumah Tanggas di Kota
Gorontalo cenderung menurun  dalam wilayzh
pasaran Kkerja jasa domestic, dengan adanya
perubahan  sosial, ckonomi masyarakat, dan
peningkatan  pembangunan  disegala  sectar
kehidupan termasuk budaya dan pemahaman
masyare kat terhadap Hak Asasi Manusia.

Keadaan ini tidak harus melemahkan kesiapan
rumah tangga terutama usia produktif vang masih
begitu bersemangat membangun ekonemi keluarga.
Perubahan keluarga akan selalu terjadi karena
keluarga akan selalu  beradaptasi  terhadap
perubahan ekonomi, sosial dan kekuatan politik.
Semakin ada usaha untuk memahami perubahan
yang dilakukan oleh keluarga dan dampaknya
terhadap kehidupan keluarga, semakin penting
mengembangkan kebijakan sosial untuk
mendampingi  keluarga dalam  menyesuaikan
perubahan tersebut'?,

Pemerintah WNasional hingga Pemerintah
Daerah Provinsi Gorontalo mengantisipasi keadaan
mi salah satunya dengan mengesahkan Perda
Provinsi  Gorontalo  tentang  Pembangunan
Ketahanan Keluarga, yang perlu direspon oleh

2 Herjen Puspitawatt, 2013, Pengantar Studi Keluarga,
PT. Penerbit [PB Press,Bogor



Pemerintah  daerah Kota Gorontalo melalui
perencanaan,pelaksanaan dan Pengawasan terhadap
program pembinaan dan peningkatan kualitas
kehidupan  keluarga  dalam  meningkatkan
kesejahteraan.
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